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Rapat Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun 2023, Sumbar Kembali Raih Opini WTP ke 12 Kali

Supardi: Semoga Pelaksanaan
Pelavanan Publik

PEMERINTAH Provin-
si Sumatera Barat kemba-
li berhasil meraih opini
WTP (Wajar Tanpa Pe-
ngecualian) yang ke 12 kali
secara berturut-turut dari
Badan Pe iksa Keua-
ngan Prov Sumatera
Barat (BPK Sumbar).

Penverahan LHP BPK
atas LKPD Provinsi Suma-
tera Barat Tahun 2023
tersebut diserahkan lang-
sung oleh Auditor Ute
Keuangan Negara V
RI, Slamet Kurniav
pada Ketua DPRD
Supardi dan W
nur Audy ]

alul
DPRD
g sidang
or l’I RD Pro-
Senin (20/5).
t paripurna di-
pimpin oleh ketua DPRD
Sumbar Supardi, didam-
pingi ‘wakil 1a Irsvad
Safar, Su n Suib, In-
dra Dt Rajo Lelo dan Sek-
retaris Dewan Raflis. Dari
pihak Pemprov Sumbar
dihadiri Wakil gubernur
Audy Joinaldy.
“Atas capaian opini
WTP tersebut, kami dari
DPRD Provinsi Sumatera

Barat menyampaikan te-
rimakasih kepada Per-
wakilan BPK Provinsi Su-
matera Barat dan kepada
Pemerintah Daerah beser-
ta jajarannya,” ungkap-
nya.

“Tentu kita harapkan
capaian opini WTP ini,
tidak hanya dalam tataran
opini saja, tetapi juga di-
iringi dengan semakin
bﬂkn\a pelaksanaan pro-
gram dan kegiatan pemer-
intahan daerah dan se-
makin berkualitas pela-
yanan publik di Sumatera
Barat,” tambah Supardi.

Dia juga mengingatst
kan, meskipun BPK mem-
berikan opini WTP ter-
hadap kinerja LKPD Pro-
vinsi Sumatera Barat Ta-
hun 2023, akan tetapi ma-
sih cukup banyak reko-
mendasi dan catatan yang
terdapat dalam LHP yang
wajib ditindak lanjuti oleh
OPD dan entitas terkait,
paling lama 60 hari sejak
LHP diterima.

‘DPRD memiliki peran
yang sangat penting dan
strategis untuk memasti-
kan semua rekomendasi
telah ditindak lanjuti da-

MEMIMPIN RAPAT--Ketua DPRD Sumbar Supardw
memimpin Rapat paripurna penyerahan LHP BPK atas
LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Semaki

KOMPAK-- Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sumbar kompak dan bangga dengan keberhasilan
Pemprov Sumbar meraih Opini WTP ke 12 kalinya.

lam waktu paling lama 60
hari sejak LHP ini diteri-
ma,” ucapnya.

Perlu kita pahami ber-
sama, lanjutnya, bahwa
pelaksanaan tindak lanjut
atas rekomendasi LHP

BPK, tidak hanya untuk

kewajiban

memenuhi

pada entitas, akan tetapi
juga bisa menjadi momen-
tum untuk menumbu n
kembali kepercaya:
syarakat terhadap penye
lenggaraan pemerintahan
dm’mh

“Kami dari DPRD Pro-
vinsi Sumatera Barat akan

sungguh-sungguh melak-
sanakan fungsi penga-
wasan DPRD untuk me-
mastikan tindak lanjut LHP
BPK atas LKPD Provinsi
Sumatera Barat Tahun
2023 ini, baik terhadap LHP
LKPD, LHP SPI dan i_.HI®
PDTT, telah dilaksanakan

dalam waktu paling lama
60 hari sejak diterima LHP
20 Mei 2024,” tegasya..

Sementara 1lu ‘Wakil
Gubernur Sumbar, Audy
Joinaldy mengucapkan
syukur atas prestasi ter-
tinggi di bidang pengelo-
laan keuangan ini. "Al-
hamdulillah, hari ini Pe-
merintah Provinsi Suma-
tera Barat kembali mene-
rima Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari
BPK-RI. dengan begitu
Provinsi Sumatera Barat
telah berhasil 12 tahun ber-
turut turut mempertahan-
kan Opini WTP tersebut
sampai dengan LKPD ta-
hun 2023,” ucapnya.

Atas capaian tersebut,
Wagub sumbar menyam-
paikan terima kasih kepa-
da jajaran BPK RI Perwak-
ilan Sumbar yang telah
melaksanakan audit ter-
hadap LKPD dengan pro-
fesionalitas dan integritas
yang tinggi. Serta ke pada
DPRD Sumbar vang terus
mengawal pemerintah
daerah untuk dapat me-
laksanakan tugas sesuai
ketentuan perundang-un-
dangan. Termasuk juga

kepada Forkopimda dan
seluruh pihak atas duku-
ngannya, sechingga Opini
WTP dapat dipertahan-
kan.

Audy mengingatkan
kepada seluruh Organisa-
si Pemerintah Daerah
(OPD) untv < menjadikan
LHP BPK sebagai pedo-
man dalam upaya me-
ningkatkan kualitas pe-
ngelolaan keuangan dan
aset daerah

Dia menegaskan, se-
luruh OPD untuk segera
menindaklanjuti rekomen-
dasi yang disampaikan
BPK RI pmt\ kesempatan
pertama melalui koordi-
nasi dengan Inspektorat
Tindak lanjut tersebut
harus tuntas sebelum 60
hari ke depan

Hal-hal yang menjadi
temuan dan catatan oleh
Tim BPK Rl agar diperbai-
Ki sehingga tidak menim-
bulkan temuan Kembali di
masa yang akan datang
Dia juga meminta agar
meningkatkan koordinasi
dengan semua pihak da-
lam rangka meningkatkan
kualitas pengelolaan ke-
uangan dan aset. (*¥)

PENANDATANGANAN--Perwak:Ian BPK R! Dr. Siamet
Kurniawan, melakukan penandatanganan
Penyerahan LHP BPK Atas LKPD Tahun 2023.

PENANDATANGANAN-» \/\/aw Gubnmm Sumbar
melakukan penandatanganart Penyerahan LHP BPK
Atas LKPD Tahun 2023

PENANDATANGANAN-- Ketua DPRD Sumbar Supard\
melakukan penandatanganan Penyerahan LHP BPK
Atas LKPD Tahun 2023 .



